BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpukan bahwa:

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam
menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang memiliki
peranan strategis dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum
melalui berbagai upaya perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi.
DP3AP2KB berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan
holistik dengan pendekatan ramah anak, yang meliputi pendampingan
hukum, psikososial, serta edukasi kepada anak dan keluarganya. Selain itu,
DP3AP2KB aktif membangun sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan
aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk

menciptakan sistem penanganan anak yang terpadu dan efektif.

Kendala — Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di

Kota Padang Kendala yang terjadi seperti:

1) Masih Kurangnya Lingkungan Keluarga Memberikan Eduaski

Kepada Anak

2) kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait
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3. Upaya dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi
kendala dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota
Padang DP3AP2KB menjalankan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A)
dengan mengedepankan prinsip hak anak sebagai pusat perhatian. Dalam
pelaksanaannya, layanan ini melibatkan pendekatan multidisipliner yang
mencakup pendampingan hukum, psikososial, dan medis. Anak-anak
yang menjadi korban kekerasan atau mengalami permasalahan hukum
tidak hanya dilihat sebagai subjek kasus, melainkan sebagai individu yang
memerlukan perlakuan khusus yang mengedepankan hak asasi dan

kebutuhan perkembangan mereka

B. Saran

1.

Agar DP3AP2KB perlu mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan
aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat yang
terkait dalam penanganan anak berkonflik hukum. Pembuatan forum
koordinasi rutin dapat meningkatkan komunikasi dan meminimalisir

tumpang tindih tugas.

Agar DP3AP2KB Peningkatan kompetensi tenaga pendamping melalui
pelatihan berkala mengenai hukum anak, psikososial, dan metode
restorative justice penting dilakukan agar layanan pendampingan yang

diberikan lebih efektif dan ramah anak.

. Agar DP3AP2KB lebih meningkatan Pelayanan Perlindungan Anak

(P2A) untuk Membangun dan memanfaatkan sistem informasi yang
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terintegrasi antar lembaga akan mempercepat pertukaran data,
pemantauan kasus, dan evaluasi penanganan anak yang berkonflik

hukum secara real-time.
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